BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR [ ZTAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK

ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BISMILLAHIRRAMANIRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) dan
Pasal 110 Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Aceh Utara tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat

o 1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
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Menetapkan
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2.

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kabupaten
Aceh Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6930);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga
Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6848);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 247);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG TATA CARA

PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah
kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesarnya-
besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Utara.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah
adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia
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sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang  menjadi
kewenangan daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah
dan DPRK dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Perangkat = Daerah  Terkait adalah Badan yeng
menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pajak.

Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya
disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah
yang  berkedudukan sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Aceh Utara.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat
dikenai Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi
pembayaran Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak,
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang
bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil
yvang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak
menurut  ketentuan  peraturan  perundang-undangan
perpajakan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau
badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial
politik, atau organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan
perairan pedalaman.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau
dilekatkan secara tetap diatas permukaan Bumi dan di
bawah permukaan Bumi.

Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP
adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual bdiﬂ
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yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat
transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan
hak atas tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan
diperolehnya Hak atas Tanah dan/atau Bangunan oleh orang
pribadi atau badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah,
termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan diatasnya,
sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang
pertanahan dan Bangunan.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi
Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan
Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau
dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi,
penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang
sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan
penyetorannya.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang
telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah
dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang
selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan Pajak
yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah
kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak,
besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan,
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan
Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang
telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan
jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit Pajak. D a
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30. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan Pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena
jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang
atau seharusnya tidak terutang.

31. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak
dan/atau sanksi administratif berupa denda.

32. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang
terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

33. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas
keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang,
Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang
diajukan oleh Wajib Pajak.

34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas

banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak.

35. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penangung
Pajak melunasi utang Pajak dan biaya penagihan Pajak
dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan
penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat
paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan,
melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah
disita.

36. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan
penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak
kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh
tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari
semua jenis Pajak, masa Pajak dan tahun Pajak.

37. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administratif berupa denda, dan/atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau

surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-
undangan perpajakan Daerah.

38. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan
secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi
keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan
laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang ﬁ
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dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan
suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

40. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang
perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman Tata
Cara Pemungutan BPHTB.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk mengatur proses
pemungutan bagi masyarakat/wajib pajak dalam pemenuhan
kewajiban transaksi BPHTB.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3
Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a. nama, hak atas tanah, objek, subjek, dan wajib pajak
BPHTB;

dasar pengenaan BPHTB;

pendaftaran, pendataan, penilaian dan penelitian;
penetapan besaran pajak;

pembayaran dan penyetoran;

fungsi sistem dan prosedur pemungutan BPHTB;
pelaporan;

prosedur pemungutan BPHTB dan bentuk, ukuran, jenis, isi
SSPD-BPHTB;

pemberian pengurangan dan pembebasan; dan
J. sanksi administrasi.
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BAB IV
NAMA, HAK ATAS TANAH, OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK
BPHTB

Bagian Kesatu
Nama dan Hak Atas Tanah

Pasal 4

(1) Dengan nama BPHTB adalah perbuatan atau peristiwa
hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

(2) Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;
c. hak guna bangunan; b
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hak pakai;

hak sewa,

hak membuka tanah; dan
hak pemungut hasil hutan.

Bagian Kedua
Objek BPHTB

Pasal 5

(1) Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan
bangunan meliputi jual beli, hibah, hibah wasiat, waris,
pemisahan hak, pemasukan dalam perseroan dan badan
hukum lain.

(2) Objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pemindahan hak, karena :

jual beli;

tukar menukar;

hibah;

hibah wasiat;

waris;

pemasukan dalam perseroan/Badan hukum lainnya;
pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
penunjukan pembeli dalam lelang;

pelaksanaan putusan Hakim yang mempunyai
ketentuan hukum tetap;

10. penggabungan usaha;

11. peleburan usaha;

12. pemekaan usaha; dan

13. hadiah.

10 g s E0hD

b. pemberian Hak Baru karena :

1. kelanjutan pelepasan hak; dan
2. diluar pelepasan hak.

Bagian Ketiga
Subjek dan Wajib Pajak BPHTB

Pasal 6

(1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh hak atas tanah dan Bangunan.

(2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh hak atas tanah dan Bangunan.

BAB V
DASAR PENGENAAN BPHTB
Pasal 7

(1) Yang menjadi dasar pengenaan BPHTB adalah Nilai Perolehan
Objek Pajak (NPOP) yang meliputi:

e a0 o
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jual beli adalah harga transaksi;

tukar menukar adalah nilai pasar;

hibah adalah nilai pasar;

hibah wasiat adalah nilai pasar;

waris adalah nilai pasar;

pemasukan dalam Perseroan/Badan hukum lainnya
adalah nilai pasar;

pemisahan hak adalah nilai pasar;

peralihan hak karena putusan hakim adalah nilai pasar;
pemberian hak baru adalah nilai pasar;

penggabunga usaha adalah nilai pasar; £ ﬁ
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k. peleburan usaha adalah nilai pasar;

1. pemekaran usaha adalah nilai pasar;

m. hadiah adalah nilai pasar; dan

n. lelang adalah yang tercantum dalam risalah lelang.

(2) Dasar Pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek
pajak sebagaimana diatur dalam peruandang-udangan yang
mengatur mengenai Pajak dan Retribusi.

(3) Saat terutang BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya
perolehan tanah dan/atau Bangunan dengn ketentuan :

a. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian
pengikatan jual beli untuk jual beli;

b. Pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk
tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam
perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang
menagkibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan
usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;

c. Pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh
penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor
bidang pertanahan untuk waris;

d. Pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai
kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;

e. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai
kelanjutan dari pelepasan hak;

f. Pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian
hak untuk pemberian hak baru diluar pelepasan hak; dan

g. Pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

(4) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak
menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana
ayat pada ayat (3) huruf a, saat ditandatanganinya akta jual
beli.

(5) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan
wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

BAB VI
PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENILAIAN DAN PENELITIAN
Pasal 8

Syarat-syarat Pendaftaran Pengajuan SSPD-BPHTB meliputi
sebagai berikut :

a. SSPD-BPHTB yang telah di ketik/tulis tangan rapi dan jelas
serta ditandatangani oleh wajib pajak;

SPPT PBB lunas pada tahun berjalan;

fotokopi indentitas Wajib Pajak berupa KTP/SIM;

fotokopi identitas pembeli / penerima hak baru;

fotokopi Akte Jual Beli (AJB)/Surat Perikatan jual beli yang
diketahui notaris;

fotokopi Akte Kepemilikan (Akta Waris, Hibah, Sertifikat);

g Surat Kuasa dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
bermaterai 10.000;

h. Foto objek pajak (depan, samping kiri, samping kanan) dan
titik koordinat objek pajak;

1. Surat keterangan harga yang dikeluarkan oleh BPN atau

surat verifikasi harga berdasarkan ZNT dari BPKD. b a
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Pasal 9

(1) Pendataan SSPD-BPHTB meliputi sebagai berikut:
a. Prosedur pengisian SSPD-BPHTB adalah prosedur

pengisian dan penghitungan besarnya BPHTB terutang
Wajib Pajak;

b.

Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD-BPHTB yang
disiapkan oleh Perangkat Daerah Terkait;

(2) Prosedur pengisian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

1.

Pasal 10

(1) Penilaian SSPD-BPHTB meliputi sebagai berikut:

a. Prosedur penyampaian dan Penilaian atau penelitian
SSPD-BPHTB adalah prosedur verifikasi yang dilakukan
Perangkat Daerah Terkait atas kebenaran dan kelengkapan
SSPD-BPHTB dan dokumen pendukungnya.

b. Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh Petugas yang
melaksanakan fungsi pelayanan pada Bidang Pajak Bumi
dan Bangunan dan Dana Perimbangan pada Badan
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

c. Prosedur penyampaian dan Penelitian SSPD-BPHTB
sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi:

1.

6.

mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang
dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NOP yang
tercantum dalam foto kopi SPPT atau bukti
pembayaran PBB lainnya terhadap kesesuaian letak
dengan Basis Data PBB;

mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang
dicantumkan dalam SSPD-BPHTB dengan NJOP bumi
per meter persegi pada basis data PBB;

mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang
dicantum dalam SSPD-BPHTB dengan NJOP bumi per
meter persegi pada basis data PBB;

meneliti kebenaran penghitungan BPHTB terutang
yang meliputi dasar pengenaan (NPOP/NJOP),
NPOPTKP, tarif, pengenaan atas objek tertentu, BPHTB
terutang/yang harus dibayar;

meneliti kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor,
termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri;
dan

meneliti kelengkapan dokumen pendukung SSPD-
BPHTB.

(2) Apabila prosedur penelitian SSPD-BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c¢ perlu dilakukan penelitian
lanjutan dapat dilakukan dengan pemeriksaan lapangan.

(3) Prosedur penelitian SSPD-BPHTB sebagaimana dimaksud

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

!
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BAB VII
PENETAPAN BESARAN PAJAK

Pasal 11

(1) Penetapan Besaran Nilai Pajak Perolehan Objek Pajak Tidak

(1)

(2)

(3)

(4)

(2)

Kena Pajak (NPOPTKP) pada transaksi BPHTB :

a. Untuk perolehan hak karena waris, atau hibah wasiat
yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan
keluarga sedarah dalam garis keturunan Ilurus satu
derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, ditetapkan
paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)
yang kemudian dikalikan 5% setelah pengurangan Rp.
300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).

b. Untuk perolehan hak karena jual beli ditetapkan paling
banyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)
yang kemudian dikalikan 5% setelah pengurangan Rp.
80.000.000,- (deapan puluh juta rupiah).

c. NPOPTKP untuk BPHTB diberikan hanya satu kali per
Wajib Pajak dalam 1 (satu) tahun transaksi.

BAB VIII
PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
Pasal 12

Prosedur pembayaran BPHTB adalah prosedur pembayaran
pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan
menggunakan SSPD-BPHTB.

Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan

pembayaran BPHTB terutang dengan menggunakan SSPD-
BPHTB.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Wajib Pajak melalui Rekening Kas Umum Daerah
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara melalui Bank yang
ditunjuk.

Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB IX
FUNGSI SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB

Pasal 13

Untuk melaksanakan sistem dan prosedur, Perangkat Daerah
Terkait mempersiapkan fungsi yang dibutuhkan, meliputi:

a. fungsi pelayanan;

b. fungsi data dan informasi; dan

c. fungsi pembukuan dan pelaporan.

Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak dalam
tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti dalam proses
penelitian SSPD dan proses pengurangan BPHTB.

Y/
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(3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b bertugas untuk mengelola database terkait objek
pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan Laporan
Realisasi Penerimaan BPHTB berdasarkan data dan laporan
dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB X

PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB DAN BENTUK, UKURAN,

JENIS, ISI SSPD-BPHTB

Bagian Kesatu
Prosedur Pemungutan BPHTB

Pasal 14

Prosedur pemungutan BPHTB meliputi :

a. prosedur syarat pengajuan SSPD-BPHTB;

b. prosedur pengisian SSPD-BPHTB;

c. prosedur penyampaian dan penelitian SSPD-BPHTB; dan
d. prosedur pembayaran BPHTB.

Bagian Kedua
Bentuk, Ukuran, Jenis, Isi SSPD-BPHTB dan
Formulir Penelitian SSPD-BPHTB

Pasal 15

(1) Bentuk SSPD-BPHTB empat persegi panjang dengan ukuran

21

x 30 em.

(2) Jenis kertas SSPD-BPHTB menggunakan kertas no carbon
required (NCR) rangkap 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

a.

b.
0
d.

(3) Isi

Lembar 1 untuk Wajib Pajak;

Lembar 2 untuk PPAT/PPATS;

Lembar 3 untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Utara;
Lembar 4 untuk Perangkat Daerah Terkait dalam proses
penelitian; dan

Lembar 5 untuk Bendahara Penerimaan Kabupaten Aceh
Utara.

SSPD-BPHTB sekurang kurangnya memuat :

Nama Wajib Pajak;

b. NPWP Wajib Pajak;

TR a0

[

Alamat Wajib Pajak

Nomor Objek Pajak (NOP) PBB;
Letak Objek Pajak;

Luas Tanah dan Bangunan,;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB;

. Nilai Penghitungan BPHTB,;

Tanda tangan Wajib Pajak/Penyetor;
Pengesahan BPHTB dari Perangkat Daerah Terkait. A a
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(4) Bentuk Formulir Penelitian SSPD-BPHTB empat persegi
panjang dengan ukuran 21 x 25 cm.

(5) Jenis kertas Formulir Penelitian SSPD-BPHTB menggunakan
kertas A4 70 gsm.

(6) Isi Formulir Penelitian SSPD-BPHTB sekurang kurangnya
memuat :

SR o o

nama Wajib Pajak;

alamat Wajib Pajak;

NOP PBB;

alamat Objek Pajak;

gampong Objek Pajak;

kecamatan Objek Pajak;

syarat dokumen yang terlampir; dan

. konfirmasi serta paraf dari hasil penelitian.

(7) Bentuk formulir SSPD-BPHTB dan Formulir Penelitian SSPD-
BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4)
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

(1)

(2)

(3)

(4)

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 16

Pelaporan BPHTB adalah pelaporan realisasi penerimaan
BPHTB oleh Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana
Perimbangan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah
Kabupaten Aceh Utara yang merupakan bagian dari fungsi
pembukuan dan pelaporan.

Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi

tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 17

Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13 ayat (1) menyiapkan laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen SSPD-BPHTB dan

mencocokkan dengan bukti pembayaran pada Bendahara
Penerimaan.

Fungsi pembukuan dan pelaporan Bendahara Penerimaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat laporan
penerimaan BPHTB paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

Fungsi pembukuan dan pelaporan oleh PPAT/PPATS, Bidang
Pajak Bumi dan Bangunan dan Dana Perimbangan pada
Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara
menerima laporan pembuatan akta Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan dari PPAT/PPATS paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Tata cara pelaporan pembuatan akta Perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan oleh PPAT/PPATS sebagaimana

dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati

1mni. 0 Q



